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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri 

manusia sejak lahir yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Keberadaan hak asasi ini dilindungi oleh negara yang dituangkan dalam 

Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I Undang-undang Dasar 1945 dan 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Tetapi, perlindungan yang diberikan oleh Negara bukan berarti hak asasi 

tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang. Pembatasan hak asasi 

tertuang dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. ini dimaksudkan 

agar setiap manusia dapat menghormati hak asasi antar manusia.  

Pidana mati yang diancamkan oleh undang-undang terhadap 

beberapa kejahatan seperti narkotika, pembunuhan berencana, terorisme, 

dan beberapa kasus lain merupakan kejahatan yang dianggap pemerintah 

mengganggu ketertiban masyarakat dan termasuk ke dalam kejahatan yang 

membahayakan kepentingan negara, masyarakat, dan setiap warga negara 

karena kejahatan tersebut telah melanggar batasan hak asasi manusia yang 

lain. 

 

B. Saran  

1. Penjatuhan pidana mati terhadap kejahatan yang dalam hal apabila 

betul-betul kepentingan  umum terancam 

2. Penjatuhan pidana mati dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan beberapa hal seperti, melihat jenis kasusnya 

dan melihat latar belakng terpidana. Hal ini sebagai bahan 

pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis pidana mati.     

3. Dikarenakan pidana mati bersifat irreversible (tidak dapat 

dikembalikan kepada keadaan semula), maka sebe;um putusan 
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pidana berupa pidana mati dijatuhkan, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, dipertimbangkan, dan dapat dibuktikan secara 

lengkap, akurat, dan meyakinkan berdasarkan data-data dan bukti-

bukti bahwa kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak 

pidana atau kejahatan yang dapat dijatuhi pidana mati. Hal ini 

mencegah agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. 

4. Selain pidana mati, ada beberapa pidana alternatif seperti pidana 

penjara seumur hidup dan pidana penjara selama 20 tahun. Ini bisa 

menjadi alternatif bagi hakim untuk melakukan vonis terhadap 

kejahatan  yang menurut keyakinannya lebih sesuai dengan 

kesalahan terdakwa.  
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